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JAKARTA —Pasal yang mengatur tentang
syarat pengajuan calon presiden (presiden-
tial threshold) di UU Pemilu dinilai berpo-
tensidibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pandangan sejumlah
pakar hukuin tata negara, sya-
rat ambang batas tersebut sa-
ngatjelasbertentangan dengan
konstitusi.

Sejumlah kalangan langsung
menyatakan akan mengajukan
uji materi ke MK, sesaat setelah
Ketua DPR Setya Novanto me-
ngetuk palu yang mengesahkan
UU Pemilu pada Jumat (21/7)
dinihari. Kalangan partaipolitik

di DPR juga siap mendukung uji

materi tersebut, terutama yang
menolak pemberlakuan presi-
dential threshold 20%.

Pakar hukum tata megara
dari Universitas Andalas Khai-
rul Fahmi mengatakan, pasal
soal presidential threshold tidak
sejalandengan UUD 1945 Pasal
6A ayat (2). Dalam pasal terse-
but dinyatakan bahwa pasang-
an calon presiden dan calon wa-
kil presiden (capres dan cawa-
pres) diusulkan parpol atau ga-
bungan parpol peserta pemilu
sebelum pelaksanaan pernilu.

Lalu kapan parpol disebut
sebagai peserta pemilu? Me-
nurut Khairul, saat ini belum

ada parpol peserta pemilu. Par- -

polbaru akan berlabel sebagai
pesertapemiluketika dia sudah
dinyatakan lolos verifikasi dan
ditetapkan oleh Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU). o

Dijelaskan, karena pada
2013 MK memutuskan bahwa
pemilu legislatif dan pemilu
presiden (pileg dan pilpres)
dilaksanakan serentak pada
2019, maka parpol yang dinya-
takan oleh KPU sebagai peserta
pemilu semua berposisi sama,
vakni tidak ada yang memiliki
threshold. "Artinya, kalau pemi-
lunya serentak ya memang ti-
dak ada lagi presidential thres
hold itu,” ujarnya.

Masalah lain yang ditimbul-
kanpresidentialthreshold adalah
hak konstitusional parpolbaru.
Menurutnya, parpol baruyang
lolos verifikasi KPU juga adalah
peserta pemilu sebagaimana
yvang dimaksud pada Pasal 6A
ayat 2. Lalu, kalau mereka tidak
bisa mengajukan capres sendiri
karena terhambat threshold,
bagaimana dengan hak konsti-
tusinya?

"Kalau kerangka berpikir ini
yang digunialcan, maka presidern-
tial threshold di UU Pemilu itu
jelasinkonstitusional,” katanya.

Ketua Umum Partai Bulan
Bintang (PBB) Yusril lhza Ma-
hendra mengatakan, perjuang-
an secara politik oleh partai-
partaiyang menolak keberada-
an presidential threshold sudah
selesai. "Kinimenjaditugassaya
untuk "menyusun argumen
konstitusional untuk menun-
jukkan bahwa keberadaan pre-
sidentialthreshold dalam pemilu
serentak bertentangan dengan
PasalB6Aayat(2)jo Pasal22Eayat
(3) UUD 45,” katanya melalui
keterangan tertulis, kemarin.

Yusrilmengatakan, Pasal 6A
ayat (2) UUD mengatakan bah-
wa pasangan capres dan cawa-—
pres diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta pe-
milu sebelum pelaksanaan pe-
milu. “"Pemilihan umum mana
yang pesertanya partai politik?
JawabannyaadapadaPasal22E
ayat (3) UUD 45 yang mengata-
kan bahwa pemilu untuk me-
milih anggota DPR dan DPRD,”
ujarnya.

. Jadi, lanjut Yusril, pengusul-
an capres dan cawapres oleh
parpol peserta-pemiluituharus
dilakukan sebelum pemilu DPR
dan DPRD.

Baik pemilu dilaksanakan
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serentak maupun tidak seren-
talk, kata dia, presidential thres-

“hold semestinyatidakada.”Apa-

lagi pemilu serentak, yang per-
olehan kursi anggota DPR nya
belum diketahui oleh masing-
masing partai,” papar pakar
hukum tatanegaraini.

Persetujuan atas UU Pemilu
ini dilakukan oleh enam parpol
pendukung pemerintah, yakni
PDIP, Golkar, NasDem, Hanura,
PPP, dan PKB. Empat parpol
vang menolakpresidential thres-
hold wmenolak dan memilih
walkout darisidang paripurna
Jumatdiniharikemarin.

Wakil Ketua Umum Partai
Gerindra Fadli Zon menyata-

kan, partainya sudah memben
tuk tim untuk melakukan ka-
jian hukum sebelum dilakukan
uji materi ke MK. Terkait aksi
walkout di rapat paripurna,
Fadli juga mengaku atas perse-
tujuan Ketua Umum Gerindra
Prabowo Subianto. "Itu sudah
merupakanlangkah yangbenar
bahwa kami enggak mau ada
satu voting untuk sesuatu yang
kamianggap inkonstitusional.
Jadi Pak Prabowo sependapat
denganitu,”ujar Fadli, kemarin.
Wakil Ketua Dewan Syuro
PKS Hidayat Nur Wahid men-
dukung rencana upaya uji ma-
teri yang akan ditempuh ele-
men masyarakat maupun par-
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pol. Uimateriituhakwatgadan
tentu kami mempersilakan dan
mendukung dilakukan,” kata
HidaatciJakarta kemarin,
Sementara itu, Presiden
Jokowimempersilakan ikaada
pihak-pihakyangingin meng-
ajukan uji materi UU Pemilu

yangbarusajadisahkanDPR.

"Ini kan negara hukum, ne-
gatademoluasisekaligusne-gara
hukurn. Y2 kalau ada yang tidak
puasdengankeputusan yangsu
dahdiputuskan DPR, ingin me-
nempuhjaurdiMK yacipersils-
kan, Memangituadamekanis-
menys, Kata Jokowisaat meng:
hadiri Mukernas [T PPP di Ancol,
JakartaUtara kemarin,

- TakMemperkuat

Sistem Presidensial
Pakar hukum tata negara

Irman Putra Sidin mengatakan,
putusan MK-Nomo 14/PUU-

K1/2013 sebenarnya telah me-

fiyatakan balwa ammbang balas
pencalonanpresiden tidakada

hubungannya dengan penguat:

an sltem presidensial. Akibat
tawar-menawarpolitlk, presi-
den padafektanya menjadi sa-
ngat tergantung pada pacpol

yangdapat meteduksipasisipre-

siden dalam menjalankan ke
knasaanpemerintahan,

Syatat ambang batas men-
futnyajustruuntuk menyan-
era’ presiden yang berkuasa

dan akan melemahkan kekuz:
sqanpresidensial,
lrman juga menyebut am-
bang batas capres tersehut uga
inkonstitusional. Parpal yang
memperoleh kursi di DPR pada
Pemilu 2014, tidak sertamerta
mendapatkan kurst lagi pada
Pernily 2019sehinggaintensipe-
nguatanpresidensialidak inear
teriaciafasbertentangan dengan
dirinyasendici(cntralegemn).
"Inijustru menyandera dan
melemahkan kekuagaan pre-
siden itu sendiri yang sudah
dipitholehrakyat, Olehkarena-
nya, ambang batas i adalah
inonstitusional, vjarnya,
“kiswondari
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